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Perenipuan Difabel

darl organisasi penyandang
disabilitas.

“Karena terkalt dengan

Hal13

wetenagakerjaan dapat dia-
sumsikan belum terpenuhi,”
Jjelasnya, Rabu (12/7).
Lanjutnya, untuk Kota
“Yogyakarta belum ada Per-
aturan Daerah (Perda} di-
sabilitas Kota Yogyakarta
yang sccara spesifik mem-
berikan perlindungan. Un-

tuk DIY perda no 4 tahun

2012 u-mang Perlindungan

ket rjaan sek

kabupaten/kota tidak
mempunyai kewenangan
mengawasi perusahaan,
yan§ mempunyai kewe-
nangan adalah provinsi.
Sedangkan yang membe-
rikan ijin usaha dan pem-
binaan adalah kabupaten/
kota,”

ruh pekerja dan 2% pekerja
disabilitas dari

penyandang
seluruh jumlah pekerja
bagi kantor

Namun menurut Nuning
Suryatiningsih; Ketua Cen-
ter for Improving Qualified
Activity in Life of People with

Tanggal: 18 Juli 2017

SMA umum,
“Di kami data pendam-
mganbdummwakihjmn

Lanjutnya, hal tersebut
akan menyulitkan pene-
gakan apabila terjadi ke

Hak-hak

Juga tidak spesifik
memberikan perlindungan
kepada perempuan dengan
disabilitas dalam isu kete-
nagakerjaan

Di mana perempuan disa-
bilitas mempunyal kerenta-
nan lebih dan membutuh-
kan dukungan pemih disaat
mereka mengalami keha-
milan, ataupun melahirkan
yang mungkin membutuh-
kan waktu serta fasilitas
lebih dari perusahaan atau
pemberi kerja. “Sehingga
| memang belum ada peratur-
an teknis untuk hal terse-
[~ but,” cetusnya.

Terkait kewajiban bagi
perusahan swasta untuk
mempekerjakan penyadang
disabilitas dengan kuota 1%
dari seluruh pekerja, menu-
rut Nurul juga rentan terjaci

cleh pihak per-
usahaan terlebih dengan le-
mahnya sistem pengawasan
dari petugas serta

Pmyandang Disabilitas, me-
nurumya

C gan dari perusahaan
saat mempekerjakan pe-
nyandang disabilitas dengan
tidak menyediakan perlin-
dungan, gaji yang layak
ataupun jaminan sosial.

“Atau menuliskan ada
penyandang disabilitas te-
tapi kemudian dikeluarkan
pada dua bulan bekerja ka-
rena dianggap tidak mem-
punyai kapasitas. Sedang-
kan dalam tahun itu per-
usahaan tersebut dicatat
sudah menerima pegawai
atau mempekerjakan pe-
nyandang disabilitas,” te-
gasnya

Sementara itu, sejak la-
himya Undang-undang No-
mor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas,
keberpihakan pemerintah
akan hak-hak penyadang
disabilitas berangsur mu-
lai membaik. Hal tersebut
terlihat dengan adanya
kewajiban bagi perusahan
swasta untuk mempekerja-

penyandang disabilitas,

“Memang masih sangat
sedikit penyandang disabili-
las bekerja di sektor formal.
Karena kalau bekerja di sek-
tor formal ada syarat-syarat
terentu. seperti misal harus
lulusan SMA bukan dari se-
kolah luar biasa (SLB),” je-

Tribun Jogja,
Rabu (12/7).

Menuruinya, pemerintah
kurang membuka kesem-
patan bagi penyandang
disabilitas untuk belajar
di sekolah formal. Selama
ini penyandang disabilitas
mayoritas belajar di SLB
yang kurikulumnya ber-
beda dengan sekolah pada
umumnya. Sehingga kapa-
sitas penyandang disabili-
tas tentu berbeda dengan
non-disabilitas.

“Harusnya didahu-
luf dengan kapasitas te-
man-teman (penyandang
disabilitas) dari pendidik-
an dan lain-lain.
sekarang sedikit sekali te-
man-teman yang masuk
sektor formal,”

pengawasan independen

kan peny g
dengan kuota 1% dari selu-

Karena
saya di Sleman, menurut
Dinas Soslal Sleman ada 10
ribu penyandang disabilu-
tas. Bekerja di sektor formal
belum sampai 1 persen. Ke-
marin yang masuk pegawal
negeri di Sleman baru ada
dua. Itu yang saya tahu,” ki-
sahnya 1

Sementara, Nuning juga
mencontohkan ada upaya
untuk membe-

lupa memberikan fasilitas

penunjang bagi disabilitias.
Fasilitas tersebut berguna
bagi mobilitas penyandang
disabilitas.

roda bisa ke atas?” tanya-

nya.
Saat inl, CIQAl lengall
gencar me:
Undang-undang Nomer 8
Tahun 2016 kepada masya-
rakat. Karena menurut Nu-
ning undang-undang terse-
but baru diketahui sebagian
masyarakat saja. (app)
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